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ABSTRAK

Sejak diberlakukannya Pedoman Nomor 18 Tahun 2021, praktik peradilan masih
menunjukkan adanya kasus penyalahgunaan narkotika yang diajukan ke pengadilan
dan berujung pada hukuman penjara. Padahal, pendekatan pemidanaan seharusnya
lebih difokuskan kepada pengedar, bukan kepada penyalahguna. Penelitian ini
bertujuan untuk mengkaji pelaksanaan penghentian penuntutan perkara narkotika
melalui jalur rehabilitasi dengan pendekatan keadilan restoratif yang diterapkan
oleh Kejaksaan Negeri Lampung Selatan. Penelitian ini menggunakan metode
yuridis normatif dan yuridis empiris. Data yang digunakan meliputi data primer dan
sekunder, yang diperoleh melalui studi kepustakaan serta wawancara, kemudian
dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penghentian
penuntutan terhadap tindak pidana narkotika melalui rehabilitasi dengan
pendekatan keadilan restoratif di Kejaksaan Negeri Lampung Selatan mengacu
pada Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 dan Pedoman Nomor 18 Tahun
2021. Namun, pelaksanaannya menghadapi berbagai kendala, antara lain perbedaan
pandangan antara penyidik dan jaksa penuntut umum, keterbatasan fasilitas
rehabilitasi, minimnya pemahaman masyarakat terhadap konsep keadilan restoratif,
serta anggapan umum bahwa setiap pelaku kejahatan harus dijatuhi hukuman
penjara. Idealnya, penghentian penuntutan dengan pendekatan ini dimulai sejak
tahap penyidikan. Oleh karena itu, aparat penegak hukum dituntut untuk lebih
proaktif dalam mendorong proses rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika, tanpa
harus menunggu - inisiatif dari pelaku. Berdasarkan temuan tersebut, penulis
menyampaikan beberapa rekomendasi. Pertama, perlu ada penguatan regulasi
mengenai hak serta jaminan rehabilitasi bagi pecandu dan penyalahguna narkotika
dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Kedua, perlu dilakukan
peningkatan fasilitas dan sarana pendukung guna menunjang pelaksanaan
rehabilitasi, khususnya di Loka Rehabilitasi BNN Kalianda.

Kata Kunci : Keadilan Restoratif, Penuntutan, Peyalagunaan Narkotika,
Rehabilitasi
Indralaya, T M¥\ 2025
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Istilah Restorative Justice atau keadilan restoratif belakangan semakin
mendapat perhatian, khususnya di kalangan akademisi, praktisi hukum, dan
aparat penegak hukum. Konsep ini dipandang sebagai pendekatan alternatif
dalam menangani tindak pidana, sekaligus menawarkan paradigma baru dalam
sistem peradilan. Keadilan restoratif muncul sebagai respon terhadap berbagai
bentuk kejahatan sekaligus sebagai jawaban atas ketidakpuasan terhadap

mekanisme peradilan pidana konvensional yang ada saat ini.

Dalam praktik peradilan pidana, masyarakat melihat bahwa posisi
korban cenderung pasif, hanya sebagai saksi yang mendukung proses hukum,
tanpa memiliki peran aktif dalam jalannya persidangan. Penegak hukum pun
lebih sering menjadikan korban sebagai alat bantu untuk membuktikan
kesalahan pelaku dan menjatuhkan hukuman. Keberhasilan sistem hukum
masih sering diukur dari seberapa efektif pelaku dibawa ke pengadilan dan
dijatuhi hukuman pidana, tanpa mempertimbangkan aspek pemulihan korban
maupun dampak sosial lainnya. Padahal, Indonesia juga memiliki sistem hukum
yang bersumber dari kearifan lokal, yang telah ada jauh sebelum undang-

undang modern diberlakukan.Kritik terhadap sistem ini juga dikemukakan oleh

1 Erna Dewi, dkk, “The Urgency Of The Restorative Justice Model In The Order To Humanistic
Law Enforcement”, Journal of Namibian Studies: History Politics Culture, Vol. 34, 2023, him.
1179.



Bambang Sutiyoso, yang menyebut bahwa peradilan saat ini terlalu terbebani,
berjalan lambat, memakan waktu, berbiaya tinggi, tidak responsif terhadap
kebutuhan masyarakat, serta terlalu kaku dan teknis dalam pelaksanaannya.
Pandangan ini sejalan dengan pendapat Satjipto Rahardjo, yang menilai bahwa
jalur litigasi dalam penegakan hukum cenderung lamban, sehingga
menyebabkan penumpukan perkara karena panjangnya proses yang harus
dilalui. Kedua pendapat tersebut mencerminkan kenyataan bahwa jika semua
perkara diselesaikan lewat persidangan formal dan berakhir dengan hukuman
penjara, maka negara akan menanggung beban biaya yang sangat besar. Selain
itu, penuhnya lembaga pemasyarakatan akan menjadi masalah tersendiri,
karena tingginya biaya yang harus dikeluarkan untuk mengelola para

narapidana.?

Dalam pandangan Doglas YRN, keadilan restoratif adalah konsep sistem
hukum yang melihat kejahatan sebagai sesuatu yang merugikan masyarakat,
bukan negara, dan oleh karena itu melibatkan peran korban dan masyarakat
dalam proses perbaikanKonsep ini lebih menitikberatkan pada dampak atau
ancaman yang ditimbulkan oleh kejahatan, bukan sekadar pelanggaran terhadap
aturan tertentu. Selain itu, konsep ini juga menyoroti keterkaitan antara korban
dan masyarakat dalam konteks pelanggaran yang kemudian ditangani melalui

hukuman yang diberikan oleh negara.® Dalam model keadilan restoratif,

2 Bambang Sutiyoso, 2006, “Penyelesaian Sengketa Bisnis,Solusi dan Antisipasi Bagi Peminat
Bisnis Dalam Menghadapi Sengketa Kini Dan Mendatang”, Yogyakarta;Citra Media, HIm.30

3 Doglas YRN. “Penerapan Asas Restorative Justice Dalam Tindak Pidana Narkotika” Jakarta: Sinar
Grafika.hlm 107.



dilakukan dialog yang tepat antara korban dan pelaku baik secara langsung
maupun melalui perantara yang membentuk suatu proses mediasi. Dari definisi
tersebut, dapat dipahami bahwa tujuan utama dari pendekatan ini adalah
pemulihan kondisi pascakejahatan, sedangkan tujuan sekundernya adalah
pemberian ganti rugi kepada korban. Konsep ini menekankan bahwa penerapan
hukum atau upaya pencegahan kejahatan melalui pendekatan restoratif
bertujuan untuk mengembalikan keadaan seperti semula, dengan penyelesaian
yang mencakup penggantian kerugian dan disepakati oleh semua pihak yang
terlibat.*

Prinsip keadilan memiliki peran yang sangat krusial, di mana keadilan
restoratif menjadi sebuah pendekatan yang menekankan pentingnya
keterlibatan langsung dari pelaku, korban, serta masyarakat dalam proses
penyelesaian perkara pidana. Umumnya, pendekatan ini diterapkan pada kasus-
kasus pidana ringan. Namun, yang menjadi permasalahan adalah apakah
pendekatan keadilan restoratif juga dapat diterapkan pada tindak pidana
narkotika, khususnya yang melibatkan pecandu dan penyalahguna narkotika.’

Melihat meningkatnya peredaran dan penyalahgunaan narkotika di
Indonesia, kejahatan terkait narkoba dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa
(extraordinary crime). Penyalahgunaan narkotika memiliki dimensi yang
kompleks, tidak hanya dari sisi medis dan psikiatri, tetapi juga menyentuh aspek

sosial, ekonomi, budaya, politik, hingga kriminalitas. Kelompok yang paling

4 Marwan Effendy. 2015. “Kejaksaan RI Desain dan Fungsinya dan Prespektif Hukum”. Jakarta;
PT Gramadika Pustaka Umum. HIm. 25

> Rufinus Hocmaulana Hutauruk, 2016, “Penanggulangan Kejahatan Karporasi Melalui
Pendekatan Restorative Suatu Terobosan. ”Jakarta Sinar Grafika. HIm.107



rentan menjadi korban penyalahgunaan ini umumnya adalah remaja dan dewasa
muda kelompok usia produktif yang seharusnya menjadi aset bangsa. Dalam
konteks kejahatan narkotika, terutama terhadap pecandu dan penyalahguna,
sering kali kasus ini dikategorikan sebagai victimless crime atau kejahatan tanpa
korban. Artinya, pelaku dianggap tidak merugikan pihak lain secara langsung,
sehingga korban justru diposisikan sebagai pelaku kejahatan. Istilah ini merujuk
pada relasi yang terjadi dalam tindak kejahatan tersebut, di mana dua pihak
berinteraksi dalam aktivitas yang dilarang hukum, tetapi tidak ada pihak yang
merasa dirugikan secara langsung. Dari sudut pandang viktimologi, hal ini
menunjukkan bahwa penyalahguna narkotika seharusnya dilindungi secara
hukum, bukan justru dikriminalisasi. Negara seharusnya menempatkan fokus
pada penyadaran bahwa ketergantungan terhadap narkotika merupakan sebuah
penyakit yang memerlukan penyembuhan. Oleh karena itu, yang seharusnya
diberantas adalah penyakitnya, bukan individu yang mengalaminya.
Berdasarkan pandangan ini, muncul pertanyaan: jika pendekatan keadilan
restoratif diterapkan dalam penyelesaian perkara narkotika, khususnya pada
kasus tanpa korban, bagaimana mekanisme mediasi bisa dilaksanakan. Berbeda
dengan sistem keadilan retributif yang menekankan pada pemberian hukuman,
keadilan restoratif mengutamakan pemulihan hubungan antara pelaku, korban,
dan masyarakat. Pendekatan ini menyelesaikan konflik melalui dialog dan
mediasi, mengakui dampak dari tindakan pelaku, dan memberi ruang bagi
upaya perbaikan atas kerugian yang ditimbulkan. Prinsip dasarnya mencakup

pengakuan tanggung jawab oleh pelaku, pemberian dukungan kepada korban,



serta keterlibatan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara. Harapannya,
penyelesaian yang adil dapat dicapai melalui mekanisme musyawarah dan

kesepakatan bersama.®

Muladi berpendapat bahwa sistem peradilan pidana yang bersifat kaku
cenderung mengabaikan esensi utama dari pemidanaan, yaitu sebagai bentuk
Langkah-langkah yang dilakukan oleh negara dalam menjamin perlindungan
hukum bagi masyarakat, khususnya bagi individu yang mengalami tindak
kejahatan sebagai korban.” Di Kejaksaan Negeri Lampung Selatan, penggunaan
restorative justice untuk menghentikan penuntutan tindak pidana narkotika
menarik karena menawarkan pendekatan yang lebih humanis dan rehabilitatif.
Ini memungkinkan pelaku untuk memperbaiki kesalahan mereka, mencegah
stigmatisasi sosial, dan mengurangi beban sistem peradilan. Namun, masalah
hukum terkait penerapan prinsip keadilan restoratif seperti kemungkinan
penyalahgunaan dan ketidakadilan bagi korban, menjadi masalah Agar keadilan
dapat terwujud bagi semua pihak yang terlibat, maka proses hukum perlu
dilaksanakan secara transparan dan terstruktur dengan baik. Oleh karena itu,
restorative justice dipandang sebagai sebuah pendekatan dan paradigma baru
yang relevan dan dibutuhkan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia saat

ini. Seiring meningkatnya perhatian terhadap prinsip keadilan restoratif, hampir

6 Muhammad lhsan, Maroni, dan Ruben Achmad, “Restorative Justice for Users of Narcotics
Through Implementation of Depenalizatio”, Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 16 No. 2, 2022,
him. 142

" Muladi. 2007. “Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana.” Semarang:Badan Penerbit Universitas
Diponogoro. HIm.72



seluruh institusi penegak hukum di Indonesia kini menunjukkan komitmennya
dalam mengedepankan penyelesaian perkara melalui pendekatan ini.

Dalam praktiknya, lembaga-lembaga seperti Mahkamah Agung,
Kejaksaan Agung, Kepolisian Republik Indonesia, dan Kementerian Hukum
dan HAM telah mulai menerapkan prinsip-prinsip restorative justice dalam
penanganan perkara pidana. Meskipun konsep ini sudah cukup lama dikenal
sebagai alternatif penyelesaian perkara, khususnya untuk kasus yang
melibatkan anak, implementasinya kini mulai diperluas. Pelaksanaan
Pengaturan mengenai keadilan restoratif ditetapkan melalui regulasi yang
dikeluarkan oleh Kejaksaan. Agung (Perja) Nomor 15 Tahun 2020 tentang
Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Namun demikian,
dalam Pasal 5 ayat (8) huruf (c) Perja tersebut, tindak pidana narkotika
dikecualikan dari kategori perkara yang dapat dihentikan penuntutannya
melalui mekanisme keadilan restoratif.

Hal ini dikarenakan kejahatan narkotika, khususnya yang melibatkan
penyalahguna dan pecandu, diklasifikasikan sebagai victimless crime atau
kejahatan tanpa korban, sehingga tidak memenuhi unsur-unsur yang
dipersyaratkan dalam Pasal 4 Perja No. 15 Tahun 2020 untuk dilakukan
penghentian penuntutan. Sebagai bentuk respons terhadap permasalahan ini,
Kejaksaan Agung menerbitkan Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021
mengenai penyelesaian perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika
melalui rehabilitasi dengan pendekatan keadilan restoratif merupakan bentuk

penerapan asas Dominus Litis oleh Jaksa. Pedoman ini menegaskan bahwa



kasus-kasus narkotika tertentu dapat diselesaikan melalui penghentian
penuntutan berdasarkan prinsip keadilan restoratif, dengan syarat pelaku
diarahkan untuk menjalani program rehabilitasi di institusi yang ditunjuk.
Sebagai implementasi nyata dari kebijakan ini, pada 20 Juni 2023,
Kejaksaan Negeri Lampung Selatan mengajukan permohonan penghentian
penuntutan kepada Kejaksaan Agung RI terhadap terdakwa A.Y Bin L, seorang
pengguna narkotika yang dipandang sebagai korban. Permohonan tersebut
diterima dan menjadi kasus narkotika pertama yang disetujui untuk dihentikan
penuntutannya oleh pimpinan Kejaksaan melalui pendekatan keadilan
restoratif, dengan penempatan terdakwa ke dalam program rehabilitasi.®
Perkara yang dimaksud diketahui telah memenuhi ketentuan
sebagaimana yang diatur dalam Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021
mengenai Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika
melalui Rehabilitasi dengan Pendekatan Keadilan Restoratif, sebagai bentuk
pelaksanaan asas Dominus Litis oleh Jaksa. Perlu dipahami bahwa
pemberlakuan rehabilitasi terhadap terdakwa dalam perkara narkotika bukanlah
hal yang baru. Hal ini didasarkan pada ketentuan dalam Undang-Undang
Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (selanjutnya disebut UU Narkotika),
yang mengatur bahwa pecandu maupun korban penyalahgunaan narkotika
wajib menjalani rehabilitasi secara medis maupun sosial. Selain itu, penanganan

terhadap pecandu dan penyalahguna narkotika melalui lembaga rehabilitasi

8 Okomedia.web.id.(n.d).RJ PERKARA NARKOTIKA PERTAMA DI WILAYAH LAMPUNG
https://kejari-lampungselatan.go.id/berita/detail/rj-perkaranarkotika-pertama-diwilayah-lampung
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telah diresmikan melalui Peraturan Bersama yang diterbitkan oleh tujuh
kementerian dan lembaga negara, termasuk Mahkamah Agung Republik
Indonesia (Nomor: 01/PB/MA/I11/2014), Kementerian Hukum dan HAM
(Nomor: 03 Tahun 2014), Kementerian Kesehatan (Nomor: 11 Tahun 2014),
Kementerian Sosial (Nomor: 03 Tahun 2014), Kejaksaan Agung (Nomor: Per-
005/A/JA/03/2014), Kepolisian RI (Nomor: 1 Tahun 2014), dan Badan
Narkotika Nasional (PERBER/01/111/2014/BNN). Regulasi ini ditetapkan pada
11 Maret 2014 dan mulai berlaku sejak 11 April 2014, menandai dimulainya
pengaturan yang lebih terstruktur terkait penempatan pecandu ke dalam
lembaga rehabilitasi.

Pada saat pecandu ditangkap, Pasal 103 Undang-Undang Narkotika
memberikan wewenang kepada hakim untuk mengeluarkan perintah
rehabilitasi, baik dalam bentuk rehabilitasi medis maupun sosial, jika terdakwa
terbukti bersalah dalam menyalahgunakan narkotika. Dalam praktiknya,
terdakwa tetap harus melalui proses persidangan hingga dijatuhkan putusan.
Namun, sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, terdapat perkara yang dapat
dihentikan penuntutannya melalui pendekatan keadilan restoratif dengan
pelaksanaan rehabilitasi, sebagai wujud pelaksanaan prinsip Dominus Litis oleh
jaksa. Secara filosofis, konsep keadilan restoratif dan rehabilitasi memiliki
kesamaan tujuan, yakni memulihkan kondisi pelaku maupun korban agar dapat
pulih, kembali menjalani kehidupan yang normal di tengah masyarakat, dan
tidak lagi terjerumus dalam penyalahgunaan narkotika. Meski demikian,

terdapat pandangan yang menyatakan bahwa rehabilitasi pada dasarnya bukan



bagian dari pendekatan keadilan restoratif secara murni. Hal ini berkaitan
dengan sistem double track yang berlaku dalam sistem hukum Indonesia, di
mana rehabilitasi masih dianggap sebagai bagian dari bentuk pemidanaan.®

Pasal 103 UU Narkotika memang membuka peluang bagi hakim untuk
menjatuhkan rehabilitasi sebagai bentuk putusan, namun Pasal 134 UU
Narkotika juga memungkinkan hakim menjatuhkan pidana penjara terhadap
pelaku penyalahgunaan. Selain itu, masa menjalani rehabilitasi juga
diperhitungkan sebagai bagian dari masa pidana, yang menunjukkan bahwa
rehabilitasi masih berada dalam kerangka pemidanaan.

Berdasarkan informasi dari laman resmi Fakultas Hukum Universitas
Muhammadiyah Sumatera Utara, terdapat delapan syarat yang harus dipenuhi
untuk menerapkan mekanisme keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara
pidana, diuraikan sebagai berikut:*°

(1) Kesediaan semua pihak;

(2) Rasaaman dan bebas paksaan;

(3) Prosedur yang adil dan transparan;

(4) Pembimbing yang terlatih;

(5) Fokus pada pertanggungjawaban dan pemulihan;
(6) Perlindungan hak korban;

(7) Penanganan kasus tertentu;

(8) Kerjasama dengan sistem peradilan pidana konvensional.

9 Pasal 54 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika
10 https://fh.umsu.ac.id/8-syarat-restorative-justice-dalam-penyelesaian-perkara-pidana/
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Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, penghentian penyidikan
dalam perkara tindak pidana narkotika tidak termasuk dalam kategori
penanganan “kasus tertentu,” di mana istilah tersebut umumnya merujuk pada
tindak pidana ringan. Hal ini tentu bertentangan dengan kenyataan bahwa
kejahatan narkotika diklasifikasikan sebagai tindak pidana berat. Berdasarkan
kondisi tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut mengenai
mekanisme penghentian penyidikan perkara narkotika melalui pendekatan
keadilan restoratif, sejauh mana kekuatan hukum atas penetapan penghentian
penuntutan yang diterbitkan oleh Kejaksaan berdasarkan prinsip keadilan
restoratif, serta model penerapan penghentian penuntutan terhadap tindak

pidana narkotika melalui pendekatan tersebut.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Penerapan Keadilan Restoratif Sebagai Dasar Penghentian
Penuntutan Tindak Pidana Narkotika Di Kejaksaan Negeri Lampung

Selatan?

2. Faktor-Faktor yang Menjadi Kendala dalam Penerapan Keadilan
Restoratif terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika di Kejaksaan
Negeri Lampung Selatan?
C. Ruang Lingkup Penelitian
Obyek Penelitian ini yaitu pelaksanaan penghentian penuntutan tindak pidana
narkotika penyalaguna narkotika. Ditinjau dari aspek substansi, ruang lingkup

penelitian skripsi ini mencakup hukum pidana khususnya mengenai tindak pidana
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narkotika yang meliputi upaya penghentian penuntutan tindak pidana narkotika
melalui rehabilitasi dengan pendekatan keadilan restoratif dan hambatan dalam
pelaksanaan penghentian penuntutan tindak pidana narkotika melalui rehabilitasi
dengan pendekatan keadilan restoratif. Ditinjau dari aspek lokasi dan waktu,
penelitian ini dilakukan di Kejaksaan Negeri Lampung Selatan Pada Tahun 2023
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1. TujuanPenelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya, maka

tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Menganalisis serta menjelaskan penerapan prinsip keadilan
restoratif sebagai dasar dalam penghentian penyidikan terhadap
tindak pidana narkotika;

b. Menganalisis dan menguraikan kekuatan hukum dari penerapan
pendekatan keadilan restoratif dalam proses penyidikan perkara
tindak pidana narkotika;

c. Mengkaji model penghentian penyidikan dalam perkara tindak
pidana narkotika yang berlandaskan pada prinsip keadilan
restoratif.

2. Manfaat Penelitian
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

a. Secara  Teoritis

Memberikan kontribusi sebagai referensi ilmiah dalam

pengembangan hukum pidana, khususnya yang berkaitan
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dengan penanganan tindak pidana narkotika melalui pendekatan
keadilan restoratif.

b. Secara Praktis
Dapat dijadikan sebagai rujukan bagi mahasiswa, akademisi,
maupun praktisi hukum dalam mengembangkan kajian di bidang
hukum pidana, serta menjadi bagian dari pemenuhan persyaratan
untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum

Universitas Sriwijaya.

E. Kerangka Teori

Kerangka teori adalah kumpulan konsep yang berasal dari hasil
abstraksi pemikiran teoritis atau acuan konseptual, yang dimanfaatkan
oleh peneliti untuk mengidentifikasi aspek-aspek sosial yang dipandang
relevan dalam penelitian. Dalam penelitian ini, beberapa teori digunakan

untuk menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan, antara lain:
1. Teori Penegakan Hukum Pidana

Andi Hamzah menyatakan bahwa istilah penegakan hukum
dalam bahasa Inggris dikenal dengan law enforcement, dan dalam
bahasa Belanda disebut rechtshandhaving. la mengutip Handhaving
Milieurecht (1981), yang menjelaskan bahwa handhaving mencakup
kegiatan pengawasan dan penerapan hukum, baik secara
administratif, pidana, maupun perdata, dengan tujuan untuk

menegakkan ketentuan hukum yang berlaku, baik yang bersifat
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umum maupun individual. Konsep handhaving mencakup dua tahap
utama: law enforcement yang bersifat represif, dan compliance yang

bersifat preventif. Menurut Koesnadi Hardjasoemantri, penegakan
hukum tidak hanya dilakukan melalui satu jalur, tetapi melibatkan
berbagai bentuk sanksi seperti sanksi administratif, sanksi perdata,
dan sanksi pidana. la juga menekankan bahwa penegakan hukum
merupakan tanggung jawab bersama seluruh lapisan masyarakat.
Untuk itu, pemahaman terhadap hak dan kewajiban hukum menjadi
syarat utama. Masyarakat tidak hanya berperan sebagai pengamat,

tetapi juga sebagai pihak yang aktif dalam proses penegakan hukum.!

Penegakan hukum merupakan suatu proses untuk merealisasikan
nilai-nilai dan prinsip-prinsip hukum yang diharapkan oleh
masyarakat agar dapat terwujud dalam kehidupan nyata. Dalam
konteks hukum pidana, penegakan hukum berarti penerapan secara
nyata dari ketentuan-ketentuan pidana oleh aparat penegak hukum.
Dengan kata lain, penegakan hukum pidana merupakan bentuk
konkret pelaksanaan norma-norma hukum pidana.
Moeljatno menjelaskan bahwa penegakan hukum merupakan bagian
integral dari keseluruhan sistem hukum yang berlaku dalam suatu
negara, yang di dalamnya memuat unsur-unsur serta ketentuan-

ketentuan yang mengatur perilaku dan memberikan sanksi terhadap

11 Moeljatno.1993.Asas-Asas Hukum Pidana; Surabaya; Putra Harsa.hlm 23.
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pelanggaran hukum., yaitu:?

a. Menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan
dengan di sertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu

bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut;

b. Menentukan dan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar
larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana

sebagaimana yang telah diancamkan;

c. Menentukan mekanisme pelaksanaan pidana apabila seseorang

terbukti melanggar ketentuan hukum yang berlaku.

Penegakan hukum juga dapat dimaknai sebagai proses
pelaksanaan aturan hukum oleh aparat penegak hukum maupun oleh
individu yang memiliki kepentingan dan kewenangan, sesuai
dengan ketentuan yang diatur dalam sistem hukum yang berlaku.
Dalam konteks hukum pidana, penegakan hukum merupakan
rangkaian proses yang saling berkaitan, dimulai dari tahap
penyidikan, penangkapan, penahanan, proses peradilan terhadap
terdakwa, hingga pelaksanaan pembinaan atau pemasyarakatan
terhadap narapidana. Secara umum, penegakan hukum merupakan
langkah nyata untuk mengimplementasikan ide dan konsep hukum

yang abstrak agar dapat diwujudkan dalam kehidupan masyarakat

12 1bid
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secara nyata.'® Yang dimaksud dengan hal-hal yang bersifat abstrak
dalam konteks ini adalah nilai-nilai fundamental dalam hukum,
Seperti halnya keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan sosial,
penegakan hukum memerlukan kontribusi dari berbagai lembaga
hukum, termasuk Pengadilan, Kejaksaan, Kepolisian, Lembaga
Pemasyarakatan, serta badan yang bertanggung jawab dalam

penyusunan peraturan perundang-undangan.

Dengan demikian, penegakan hukum tidak dapat dimaknai
secara sempit hanya sebagai pelaksanaan undang-undang, meskipun
dalam praktiknya di Indonesia seringkali pemahamannya terbatas
pada hal tersebut. Dari uraian tersebut dapat dipahami bahwa
penegakan hukum merupakan sebuah proses berkelanjutan yang
bertujuan untuk mencapai keadilan. Oleh sebab itu, penegakan
hukum merupakan sarana untuk mewujudkan nilai-nilai dan tujuan
hukum itu sendiri. Pemikiran dan konsep hukum yang
dirumuskan oleh pembentuk undang-undang dan dituangkan dalam
norma hukum sangat berpengaruh terhadap bagaimana penegakan
hukum itu dilaksanakan. Secara konkret, penegakan hukum dapat
dimaknai sebagai penerapan hukum positif dalam praktik
sebagaimana mestinya dan wajib ditaati. Dalam konteks

menyelesaikan suatu perkara, memberikan keadilan berarti

13 Harun M Husen.2016.Kejahatan dan Penegakaan Hukum di Indonesia,Jakarta:Rineka

Cipta.HIm.58.
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menjatuhkan putusan yang sesuai dengan hukum secara konkrit (in
concreto), dengan menjunjung tinggi hukum materiil yang
ditegakkan melalui mekanisme prosedural berdasarkan ketentuan

hukum formal.

Pada dasarnya, penegakan hukum adalah proses yang juga
mencakup unsur diskresi, yaitu kebijakan atau keputusan yang tidak
sepenuhnya ditentukan oleh norma hukum yang kaku, melainkan
melibatkan pertimbangan dan penilaian subjektif dari aparat
penegak hukum.* Secara konsepsional, inti dari penegakkan hukum
terletak pada kegiatan menserasikan hubungan nilai-nilai
terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak
sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan,
memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

Konsep yang berlandaskan pada dasar filosofis tersebut
membutuhkan penjabaran lebih lanjut agar dapat dipahami secara
lebih konkret dan aplikatif. Berdasarkan hal itu, dapat disimpulkan
bahwa hambatan dalam proses penegakan hukum dapat muncul
apabila terjadi ketidaksesuaian antara nilai-nilai yang terkandung
dalam norma hukum dengan pola perilaku masyarakat.®> Hambatan
dalam penegakan hukum dapat muncul ketika terdapat

ketidakharmonisan antara nilai-nilai yang saling berkaitan, yang

14 Soerjono Soekarto.Fakor -Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum.hlm 7.
15 Satjipto Raharjo.2019.Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologis,Yogyakarta; Genta
Publishing.hlm.25.
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kemudian tercermin dalam norma-norma hukum yang tidak selaras
serta pola perilaku masyarakat yang tidak terarah, sehingga
menimbulkan gangguan terhadap ketertiban dan keharmonisan dalam
kehidupan sosial. Dengan demikian, esensi dari penegakan hukum
sebenarnya terletak pada berbagai faktor yang dapat memengaruhi
kelancaran proses tersebut.'® Faktor-faktor tersebut mempunyai arti
yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi
faktor-faktor tersebut Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut:

1. Faktor hukumnya sendiri, dalam hal ini dibatasi pada
Undang-Undang saja;

2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk
maupun menerapkan hukum;

3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan
hukum;

4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut
berlaku atau diterapkan;

5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa
yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan
hidup.’

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, karena

merupakan faktor esensi dari penegakan hukum, juga merupakan

16 Dellyana ,Shant.2020.Konsep Penegakan Hukum.Yogyakarta; Liberty.hlm32
17 Soerjono Soekanto.2020.Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum him.7.
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tolak ukur dari efektivitas penegakan hukum.*® Kelima faktor yang

disebutkan tersebut diambil dari realitas kehidupan masyarakat
Indonesia. Dalam konteks ini, penegakan hukum memiliki peran
penting sebagai sarana untuk melindungi kepentingan manusia. Agar

kepentingan tersebut dapat terjamin, hukum perlu dijalankan secara
efektif. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung dalam kondisi yang
tertib dan damai, namun juga bisa terjadi akibat adanya pelanggaran.
Ketika hukum dilanggar, maka proses penegakan hukum menjadi
keharusan agar norma hukum dapat terwujud dalam kehidupan nyata.

Dalam proses penegakan hukum, terdapat tiga elemen penting

yang perlu diperhatikan, yaitu:

a. Kepastian Hukum (rechtssicherheit) Hukum harus dijalankan
dan ditegakkan secara konsisten. Setiap individu memiliki
harapan bahwa dalam menghadapi suatu peristiwa konkret,
akan ada ketentuan hukum yang berlaku secara jelas dan tidak
menyimpang. Prinsip ini tercermin dalam adagium fiat justicia
et pereat mundus yang berarti “biarlah keadilan ditegakkan,
sekalipun dunia runtuh.” Kepastian hukum pada dasarnya
merupakan bentuk perlindungan hukum yang dapat diuji secara

yuridis (justiciable).!® terhadap tindakan sewenang-wenang,

18 soedjono dirdjosisworo ,2019 pengantar ilmu hukum ,Jakarta ,raja granfindo ,him 154
19 Sudikno mertokusumo ,2019. Mengenal Hukum. Yogyakarta: liberty Yogyakarta. HIm.145
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yang berarti seorang akan memperoleh sesuatu Yyang
diharapkan dalam keadaan tertentu;

Kemanfaatan (zweckmassigkeit)Masyarakat menginginkan
agar penegakan hukum dapat memberikan dampak positif atau
manfaat nyata. Hukum dibuat untuk manusia, sehingga
pelaksanaan  maupun  penegakan hukum  seharusnya
memberikan kegunaan bagi masyarakat luas. Penegakan
hukum tidak boleh justru menimbulkan keresahan atau
ketidaknyamanan di tengah masyarakat sebagai akibat dari
penerapannya.

Keadilan (gerechtigkeit) Keadilan menjadi aspek yang sangat
penting bagi masyarakat dalam setiap proses Proses
pelaksanaan dan penegakan hukum, meskipun demikian,
hukum tidak selalu sejalan dengan keadilan, masyarakat tetap
berharap nilai-nilai keadilan hadir dalam praktik penegakan
hukum. Hukum bersifat umum dan berlaku untuk semua orang
secara merata misalnya, siapa pun yang melakukan pencurian
harus dikenakan sanksi yang sama. Sebaliknya, keadilan
bersifat lebih subjektif dan mempertimbangkan kondisi
individual setiap orang. Dari penjelasan ini dapat dipahami
bahwa penegakan hukum adalah suatu upaya konkret untuk
merealisasikan nilai-nilai abstrak seperti keadilan, kepastian

hukum, dan kemanfaatan sosial.
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2. Teori Hukum Progresif

Teori Hukum Progresif pertama kali dikenalkan oleh Satjipto
Rahardjo sekitar tahun 2002 sebagai respons terhadap ketidakpuasan
terhadap praktik hukum positif di Indonesia. Menurutnya, hukum
seharusnya tidak hanya berfungsi secara normatif, tetapi juga menjadi
alat yang efektif dalam menyelesaikan persoalan-persoalan sosial
secara ideal. Satjipto menilai bahwa realitas penegakan hukum di
Indonesia saat ini jauh dari harapan ideal tersebut. Dalam pandangan
ini, hukum seharusnya berperan sebagai sarana untuk menyelaraskan
dan mengakomodasi berbagai kepentingan yang berpotensi saling
bertentangan. Artinya, hukum perlu menempatkan keadilan substantif
sebagai fokus utama, terutama ketika rasa keadilan masyarakat
dikalahkan olen  kepentingan kekuasaan. Hukum Progresif
juga menuntut keberanian dari aparat penegak hukum untuk
menafsirkan ketentuan hukum secara humanis dan berkeadaban,
dengan tujuan untuk menjadikan hukum sebagai sarana mencerdaskan
dan memanusiakan masyarakat. Jika pendekatan ini dijalankan secara
benar, maka cita-cita penegakan hukum akan sejalan Berkaitan dengan
usaha bangsa dalam mencapai tujuan nasional, hukum tidak hanya
dibentuk untuk menciptakan kepastian, tetapi juga untuk mewujudkan
kebahagiaan dan kesejahteraan bagi umat manusia.?°

Menurut  Satjipto Rabhardjo, penegakan hukum dalam

20 Satjipto Raharjo.1967.Masalah Penegakan Hukum Sinar Baru BandungSinar Baru.him15.
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perspektif progresif tidak hanya sekadar mengikuti teks atau bunyi
pasal secara kaku (according to the letter), tetapi juga harus
memperhatikan semangat serta makna substantif yang terkandung
dalam hukum (to the very meaning). Hukum tidak cukup ditegakkan
hanya dengan kecerdasan intelektual semata, melainkan juga perlu
melibatkan kecerdasan spiritual yang mencerminkan nilai-nilai
kemanusiaan. Dalam konteks ini, penegakan Hukum tidak hanya fokus
pada kepastian, tetapi juga harus memiliki sifat yang lebih humanis
dan berorientasi pada tercapainya keadilan sosial. Hukum Progresif
berpijak pada asumsi dasar bahwa terdapat keterkaitan erat antara
hukum dan manusia. Aliran ini berakar pada pandangan humanistik
yang percaya bahwa pada dasarnya manusia memiliki sifat baik,
seperti kasih sayang dan kepedulian terhadap sesama. Oleh sebab itu,
titik tolak dari hukum progresif adalah bahwa hukum diciptakan demi
manusia, bukan sebaliknya. Pandangan ini menempatkan manusia
sebagai pusat dari sistem hukum, sehingga hukum hanya berfungsi
sebagai alat yang mendukung pemenuhan nilai-nilai kemanusiaan.
Dengan demikian, Hukum Progresif secara sadar hadir untuk
membangun relasi yang kuat antara hukum, manusia, dan masyarakat.
Hal ini juga merupakan respons terhadap ketidakpuasan terhadap
praktik jurisprudence (doktrin hukum) yang selama ini berkembang di

Indonesia, yang dianggap belum mampu menjawab kebutuhan
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keadilan secara menyeluruh.?

Satjipto Rahardjo berpendapat bahwa hukum seharusnya
memiliki peran aktif dalam menyelesaikan permasalahan sosial
secara ideal. Namun, kenyataan yang terjadi di Indonesia saat ini
justru sangat jauh dari harapan ideal tersebut. Menurutnya, eksistensi
hukum di antaranya bertujuan untuk menyelaraskan serta
mengoordinasikan berbagai kepentingan yang berpotensi saling
bertentangan dalam masyarakat. Dalam kerangka berpikir ini,
hukum seharusnya lebih mengutamakan pencapaian keadilan
substantif di tengah masyarakat, bukan sekadar menjadi alat

kekuasaan yang menyingkirkan rasa keadilan.

Hukum Progresif mengharuskan aparat penegak hukum
untuk memiliki keberanian dalam menafsirkan peraturan perundang-
undangan dengan pendekatan yang memanusiakan dan membangun
peradaban. Jika pendekatan ini dijalankan secara konsisten, maka
nilai-nilai ideal dalam penegakan hukum akan selaras dengan visi

bangsa dalam mencapai tujuan nasional..??

Hukum diciptakan oleh manusia bukan semata-mata untuk
menciptakan kepastian hukum, tetapi juga untuk mewujudkan
kebahagiaan bagi masyarakat. Hukum Progresif secara sadar

menempatkan dirinya dalam hubungan yang erat dengan manusia

21 Satjipto Rahorjo.”Hukum Progresif:Hukum yang Membebaskan, *’Jurnal Hukum Progresif
Program Doctor lImu Hukum Universitas Diponegoro vol,No 1/April 2020.him.3-5.
22 Satjipto Raharjo.1996.1lmu Hukum.Bandung.PT Citra Aditya Bakti.hlm.53.
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serta lingkungan sosialnya. Dalam kerangka tersebut, Hukum
Progresif dapat dikaitkan dengan developmental model atau model
perkembangan hukum sebagaimana dikemukakan oleh Nonet dan
Selznick. Selain itu, pendekatan ini juga memiliki kesamaan
pemikiran dengan aliran Legal Realism dan Freirechtslehre.
Mengacu pada konsep dari Nonet dan Selznick, Hukum Progresif
tergolong sebagai tipe hukum yang responsif Menurut pandangan
Mulyana dan Paul S. Baut, hukum responsif bertujuan untuk
mengatasi keterbatasan moral dalam masyarakat yang terbatas, serta
mendorong pendekatan hukum yang lebih berorientasi pada

pemecahan masalah dan selaras dengan struktur sosial yang ada.

Hukum Progresif sulit untuk dijelaskan secara definisi tetap,
karena sifatnya yang terus berkembang seiring waktu. Almarhum
Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa hukum adalah ilmu yang selalu
dalam proses pembentukan (legal science is always in the making),
menunjukkan bahwa hukum progresif bersifat dinamis dan adaptif

terhadap perubahan.??

Hukum progresif adalah suatu gerakan pembebasan
karena sifatnya yang fleksibel dan terus-menerus mencari
kebenaran yang lebih baik. Konsep hukum progresif ini telah

berkembang pesat sejak pertama kali digagas oleh Satjipto

3 Gatjipto Raharjo.2019.Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis Yogyakarta Genta
Publishing.him.XII
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Rahardjo, yang dilatarbelakangi oleh Kkeprihatinan terhadap
rendahnya kontribusi Ilmu Hukum di Indonesia dalam membantu
bangsa keluar dari krisis, termasuk krisis hukum. Hukum progresif
bukan hanya mengenai teks, tetapi juga konteks. Hukum progresif
menyatukan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan dalam satu
garis pandang. Hukum yang terlalu kaku berpotensi menimbulkan

ketidakadilan.?*

Hukum Progresif tidak hanya patuh pada prosedur
formal yang bersifat birokratis, melainkan juga mengedepankan
substansi dan nilai-nilai keadilan yang bersifat materiil. Salah satu
ciri khas penting dari Hukum Progresif adalah pijakannya pada
suara hati nurani serta penolakannya terhadap dominasi nilai-nilai
materialistik. Dalam konteks ini, Hukum Progresif dapat dikaitkan
dengan model perkembangan hukum (developmental model)

seperti yang dikemukakan oleh Nonet dan Selznick.

Selain itu, Hukum Progresif memiliki kesamaan
pandangan dengan aliran Legal Realism dan Freirechtslehre.
Dalam kerangka berpikir Nonet dan Selznick, pendekatan Hukum
Progresif termasuk dalam kategori hukum yang bersifat responsif.
Seperti dijelaskan oleh Mulyana dan Paul S. Baut, hukum yang

responsif berusaha melampaui sempitnya moralitas yang berlaku

2 Mulyana W, Kusumah dan Paul S Baut (editor).2020 Hukum Politik dan Perubahan Sosial
Jakarta Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia.him.11.
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di masyarakat dan mengarah pada penyelesaian persoalan yang
menyatu secara sosial dengan kebutuhan masyarakat. Hukum
Progresif sendiri sulit untuk didefinisikan secara tetap, karena sifat
dasarnya yang selalu berkembang dan menyesuaikan diri dengan

dinamika kehidupan sosial.?®

Almarhum Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa
hukum sebagai ilmu selalu berkembang dan terus dibentuk (legal
science is always in the making). Hukum progresif merupakan
sebuah gerakan pembebasan karena sifatnya yang fleksibel dan
selalu mencari kebenaran yang lebih baik. Konsep hukum
progresif telah berkembang pesat sejak pertama kali diperkenalkan
oleh Satjipto Rahardjo, yang awalnya didorong oleh keprihatinan
terhadap kontribusi ilmu hukum yang rendah di Indonesia dalam
membantu bangsa keluar dari berbagai krisis, termasuk Kkrisis
hukum. Hukum progresif tidak hanya terdiri dari teks, tetapi juga
konteks. Hukum progresif menempatkan kepastian, keadilan, dan
kemanfaatan dalam satu garis pandang. Hukum yang terlalu kaku
cenderung menghasilkan ketidakadilan. Hukum progresif tidak
hanya mengikuti prosedur formal birokratis, tetapi juga
mempertimbangkan aspek material substantif. Yang tak kalah

penting, hukum progresif didasarkan pada hati nurani dan menolak

25 MY S.Menggali Karakter Hukum Progreesif .http;//www.hukumonline.com.diakses pada
tanggal 4 Maret 2023.


http://www.hukumonline.com.diakses/

26

pengaruh materi.

3. Teori Pemidanaan

Teori pemidanaan merupakan salah satu aspek penting
dalam hukum pidana yang membahas tentang dasar-dasar dan
tujuan dijatunkannya hukuman terhadap pelaku tindak pidana.
Topo santoso dan Erdyy Hiariej adalah dua ahli hukum yang
memberikan kontribusi signifikan dalam pengembangan teori
pemidanaan. Menurut Topo santoso, pemidanaan harus dilihat
sebagai upaya untuk menciptakan keseimbangan dalam
masyarakat, di mana hukuman tidak hanya bertujuan untuk
menghukum pelaku, tetapi juga untuk memulihkan keadilan bagi
korban dan masyarakat. Teori ini menekankan pentingnya
proporsionalitas dalam pemidanaan, di mana hukuman harus sesuai

dengan beratnya tindak pidana yang dilakukan.?

Erdyy Hiariej, di sisi lain, lebih menekankan pada aspek
preventif dari pemidanaan. Menurutnya, tujuan utama pemidanaan
adalah untuk mencegah terjadinya tindak pidana di masa depan,
baik melalui efek jera (prevensi khusus) maupun melalui
penciptaan rasa takut dalam masyarakat (prevensi umum). Hiariej

berpendapat bahwa hukuman harus dirancang sedemikian rupa

26 Topo Santoso, Teori Pemidanaan: Keadilan dan Kemanusiaan (Jakarta: Penerbit Hukum, 2020),
him. 45.
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sehingga dapat memberikan dampak psikologis yang kuat, tidak
hanya bagi pelaku, tetapi juga bagi masyarakat luas. Dengan
demikian, pemidanaan tidak hanya bersifat retributif, tetapi juga

memiliki nilai edukatif.?’

Topo Santoso juga menekankan pentingnya aspek
rehabilitatif dalam pemidanaan. Menurutnya, hukuman harus
memberikan kesempatan bagi pelaku untuk memperbaiki diri dan
kembali menjadi anggota masyarakat yang produktif. Hal ini
sejalan dengan pandangan bahwa pemidanaan tidak hanya
bertujuan untuk menghukum, tetapi juga untuk memulihkan pelaku
agar tidak mengulangi tindak pidana di masa depan. Rehabilitasi,
dalam pandangan Topo, adalah kunci untuk mengurangi angka

recidivism (pengulangan tindak pidana).?

Erdyy Hiariej juga menyoroti pentingnya keadilan restoratif

dalam pemidanaan. Menurutnya, pemidanaan harus melibatkan

proses yang memungkinkan korban, pelaku, dan masyarakat untuk

terlibat dalam penyelesaian konflik. Keadilan restoratif bertujuan

untuk memulihkan hubungan yang rusak akibat tindak pidana, bukan
hanya sekadar menghukum pelaku. Pendekatan ini dianggap lebih

manusiawi dan efektif dalam menciptakan harmoni sosial, terutama

27 Erdyy Hiariej, Keadilan Restoratif dalam Sistem Pemidanaan (Bandung: Refika Aditama,

2019), him. 78.

28 Topo Santoso, Reformasi Hukum Pidana: Konsep dan Implementasi (Yogyakarta: Genta
Publishing, 2018), him. 112.
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dalam kasus-kasus di mana pelaku dan korban memiliki hubungan

dekat.?®

Kedua ahli ini, meskipun memiliki penekanan yang berbeda,
sepakat bahwa pemidanaan harus bersifat holistik dan
memperhatikan berbagai aspek, mulai dari keadilan, pencegahan,
hingga pemulihan. Prof. Topo lebih menekankan pada keseimbangan
antara retribusi dan rehabilitasi, sementara Erdyy Hiariej lebih fokus
pada aspek preventif dan restoratif. Kombinasi dari kedua pandangan
ini dapat memberikan kerangka yang komprehensif dalam
merumuskan kebijakan pemidanaan yang adil dan efektif, baik bagi

pelaku, korban, maupun masyarakat secara keseluruhan.*°

F. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Penelitian ini pada dasarnya menggunakan pendekatan
yuridis normatif dan yuridis empiris. Penelitian yuridis normatif
berdasarkan dokumen, peraturan perundang-undangan, putusan-
putusan hakim, dan lain sebagainya terkait dengan masalah
penelitian. Penelitian yuridis empiris karena objek yang diteliti
berada di lapangan dan fungsi dari pada penelitian empiris untuk

menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang

2 Erdyy Hiariej, Hukum Pidana dan Hak Asasi Manusia (Jakarta: Prenadamedia Group, 2021),

hlm. 56.

30 Topo Santoso, Teori Pemidanaan, him. 90, dengan Erdy Hiarej, Keadilan Restoratif, him. 102.
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berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan
berhubungan dalam aspek kemasyarakatan.®® Penelitian ini
menggunakan studi pustaka dan menggunakan analisis deskriptif
dalam menjelaskan penghentian penuntutan tindak pidana narkotika
melalui rehabilitasi dengan pendekatan keadilan restoratif.
Penelitian kualitatif tidak memakai alat ukur sebagaimana yang
terdapat dalam penelitian kuantitatif. Situasi dan kondisi lapangan
juga bersifat alami, natural, apa adanya dan tidak dibuat-buat.
Kondisi dan situasi penelitian yang alami dan natural merupakan
salah satu ciri yang dominan dalam jenis penelitian ini, sebab fakta

yang dihadapi bersifat kompleks, dinamis dan variatif.3

2. Jenis Dan Sumber Data

Dilihat dari asalnya, data dalam penelitian ini terbagi
menjadi dua jenis, yaitu data lapangan dan data kepustakaan. Data
lapangan diperoleh melalui kegiatan wawancara yang dilakukan
secara langsung dalam proses penelitian. Sementara itu, data
kepustakaan berasal dari berbagai referensi tertulis, seperti literatur
ilmiah, peraturan perundang-undangan, serta bahan bacaan lainnya
yang relevan dengan pokok permasalahan yang dikaji. Untuk

menyesuaikan dengan pendekatan yang digunakan dalam penelitian

31 Pupu Saeful Rahmat, “Penelitian Kualitatif””, Equilibrium, Vol. 5 No. 9, 2009, him. 8.
32 R. Bogdan dan Steven Taylor, 1984, Introduction to Qualitative Research Methods, John Wiley

& Sons, him. 42.
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ini, maka data yang dimanfaatkan dapat diklasifikasikan ke dalam
dua kategori utama sebagai berikut:3
a) Data Primer
Data primer adalah informasi yang dikumpulkan secara langsung
dari lapangan melalui wawancara dengan narasumber, dengan
tujuan memperoleh data yang relevan untuk mendukung proses
penelitian.
b) Data Sekunder
Data sekunder adalah informasi yang diperoleh melalui kajian
literatur, seperti membaca buku, jurnal, dokumen, serta mengutip
peraturan perundang-undangan yang relevan dengan topik
penelitian. Data ini mencakup tiga jenis bahan hukum, yaitu:
1) Bahan Hukum Primer
Bahan hukum primer merujuk pada sumber hukum utama yang
digunakan dengan menganalisis peraturan perundang-undangan
yang relevan dengan topik yang dibahas dalam skripsi ini.
Peraturan-peraturan tersebut mencakup undang-undang yang
berlaku di Indonesia, seperti Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana (KUHP) dan Pedoman Nomor 18 Tahun 2021 tentang
Penanganan Perkara Tindak Pidana Narkotika melalui Rehabilitasi
dengan Pendekatan Keadilan Restoratif sebagai Penerapan Asas

Dominus Litis oleh Jaksa.

3 Ali,Zainudin.2019.Metode Penelitian Hukum Jakarta:Sinar Grafika.him.12.
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2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan sumber yang berfungsi untuk
menjelaskan atau mendukung pemahaman terhadap bahan hukum
primer. Sumber ini dapat berupa buku, jurnal ilmiah, pandangan
para pakar hukum, serta materi lain yang memiliki keterkaitan
dengan topik utama yang dibahas.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah sumber yang membantu memperjelas
atau melengkapi pemahaman terhadap bahan hukum sekunder,
seperti ensiklopedia, kamus hukum, sumber dari internet, dan

referensi literatur lainnya.3*

3. Teknik Penentuan Sampling

Pemilihan narasumber dilakukan dengan mempertimbangkan
relevansi dan keterkaitannya dengan topik serta isi skripsi,
sehingga diharapkan narasumber dapat memberikan informasi dan
jawaban yang diperlukan dalam proses penelitian. Narasumber
yang dimaksud adalah individu yang memiliki pengetahuan
mendalam atau informasi langsung terkait dengan isu yang
dibahas. Penelitian ini dilakukan dengan mendatangi lapangan
secara langsung, melalui wawancara dengan narasumber yang
berkompeten, serta pengumpulan dokumen atau data pendukung

yang relevan untuk memperkaya pembahasan. Berdasarkan

34 Abdul Kadir Muhamad.2017.Hukum dan Penelitian.Bandung:Alumni.him.12.
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pertimbangan tersebut, narasumber dalam penelitian ini terdiri

dari:

a. Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Lampung Selatan
: 1 Orang.

b. Konselor Adiksi Ahli Pertama pada Loka Rehabilitasi BNN
Kalianda: 1 Orang

c. Pelaku penyalahguna narkotika.

4. Pengumpulan Dan Pengolahan Data

a.

1)

Prosedur Pengumpulan Data
Prosedur pengumpulan data adalah serangkaian langkah yang
diambil untuk memperoleh data dalam suatu penelitian. Dalam
penelitian ini, data dikumpulkan dengan menggunakan dua
metode, yaitu studi kepustakaan dan studi lapangan.
Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan metode pengumpulan data
sekunder dengan menelusuri berbagai sumber seperti buku,
literatur, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan
dengan permasalahan penelitian. Proses ini dilakukan dengan
cara membaca, mencatat, menelaah, dan mengutip informasi
yang relevan untuk menunjang pembahasan.
1) Studi Lapangan

Studi lapangan adalah kegiatan langsung ke lokasi

penelitian guna memperoleh data dan informasi faktual.
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Salah satu metode yang digunakan adalah wawancara, yakni
proses tanya jawab untuk menggali informasi dari
narasumber. Dalam penelitian ini, digunakan teknik
wawancara tidak terstruktur, yang berarti peneliti hanya
menyiapkan topik dan pokok pertanyaan, lalu mengikuti alur
pembicaraan narasumber guna menggali data secara lebih
mendalam.
b. Prosedur Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan setelah semua data diperoleh dari

lapangan, agar dapat dianalisis lebih lanjut. Data yang terkumpul

akan diproses melalui beberapa tahap, yaitu penyuntingan,

pencocokan, pengelompokan, dan penilaian untuk memastikan

data relevan dan dapat dipertanggungjawabkan. Setelah itu, data

disusun secara sistematis agar mudah dibaca dan dianalisis.

1. Seleksi Data Tahap ini dilakukan dengan menyesuaikan
data yang diperoleh dengan topik utama pembahasan,
mengutip dari berbagai sumber seperti buku dan literatur
yang relevan.

2. Kilasifikasi Data Merupakan proses mengelompokkan data
sesuai dengan aturan dan kategori tertentu berdasarkan isi
dan relevansinya.

3. Sistematika Data Penyusunan data berdasarkan urutan yang

sudah ditentukan sesuai konsep, tujuan, dan materi
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penelitian, sehingga data yang ada dapat dianalisis secara
efektif.
5. Analisis Data
Dalam upaya menjaga konsistensi dan validitas data
yang diperoleh, penelitian ini dilakukan dengan pendekatan
kualitatif melalui berbagai tahapan analisis data. Data yang
digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data sekunder,
berupa dokumen, peraturan perundang-undangan, serta
literatur yang relevan dengan keadilan restoratif, dan data
primer yang diperoleh melalui penelitian kasus dengan
wawancara di lapangan. Tahapan analisis data dalam
penelitian ini mencakup:®
a. Untuk bahan-bahan hukum dan perbandingan konstruksi
hukum dari beberapa konsep hukum yang terkait dengan kajian
ini, analisis dilakukan dengan mengkaji dasar ontologis dan
ratio legis (alasan di balik ketentuan ini) dari peraturan
perundang-undangan, guna memahami kandungan filosofis
yang mendasari penerapan keadilan restoratif sebagai dasar
penghentian perkara pidana.
b. Data sekunder dan data primer dianalisis menggunakan

metode analisis kualitatif normatif, yaitu dengan cara

% Soerjono Sukanto, 1995, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta: Raja
Grafindo Persada, him. 52.
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menafsirkan, mengkorelasikan, dan membandingkan bahan-
bahan hukum serta perbandingan konstruksi hukum dari

berbagai konsep hukum yang relevan dengan kajian ini.

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dikumpulkan
ditarik melalui metode analisis normatif kualitatif. Pendekatan
normatif digunakan karena penelitian ini berlandaskan pada
peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai hukum positif.
Sementara itu, pendekatan kualitatif diterapkan karena analisis
dilakukan terhadap data yang diperoleh dari hasil wawancara, yang
disajikan secara deskriptif. Metode analisis kualitatif ini telah
membawa penulis pada pemahaman yang lebih mendalam mengenai
penghentian penuntutan dalam kasus tindak pidana dengan

pendekatan keadilan restoratif.
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